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BUPATI SINTANG
PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR : 25 TAHUN 2012

TENTANG

A AKSI DAERAH DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN

“E"CM;mBUPﬁTE“ LAYAK ANAK TAHUN 2012 - 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Kabupaten [ Kota Layak Anak dan dalam dalam upaya
pembinaan dan perlindungan terhadap anak yang merupakan
tunas, potensi, dan gencerasi penerus bangsa, untuk itu harus
dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup,
tumbuh, dan berkembang dalam suatu lingkungan layak
anak;

bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan Kabupaten
Layak Anak di Kabupaten Sintang diperlukan komitmen dari
pimpinan daerah sebagai landasan awal atas pelaksanaan
pemenuhan hak-hak anak di daerah melalui Rencana Aksi
Daerah Dalam Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Anak
di Kabupaten Sintang Tahun 2012 - 2015;

bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf b di
alas, kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Sil‘l(ﬂng;

+ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820);

g“dﬂ“g-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
€hyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi
olusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indgnemé

: ri:fl‘iun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Repub;j
Onesia Nomor 3851);

3. Unda “E"Ul‘ldang
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Undang-Undang  Nomor 31 Tan

Pcmbetantasalrl 'l‘i_ndak Pidana Kory L‘l'n 1999  tentang
chubhk Indonesia Tahun1999 Nol:: (Lﬁmbarap Nega'ra
Lembaran Negara- Republik lndone(;r.' 140, ’Iamtgth7a4n
sebagaimana telah diubah dengan Undan l‘fU CT;FOmo;l : 3
Tahun 2001 {(Lembaran Negara Republi%{ lrrixdéolggsi:r'rll‘z;mn

2001 Nomor 134, Tambahan ;
[ndonesia Nomor 4150); Lembaran Negara Republik

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik I i
Nomor 165, Nomor 3886); 4 ndonesia Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235),;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangar;
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan‘ Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga
(Lembaran Negara republik Indonesia Tahon 2005 Nomor 161,

Tambahan Lembaran Negard Republik Indanesia  Nomor
S080);
13. Undang-undang ...
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13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201
peraturan Pemndang—Undangan {Lemb
[ndonesia Tahun_:ml 1 Nomor 82, Tamb
republik Indonesia Nomor 5234):

tentang Pembentukan
aran Negara Republik
ahan Lembaran Negara

s : Pemerintah N
|4, Peraturan omor 58 Tahun 2005 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
wegara Republhik Indonesia Nomor 4578);

|5. Peraturan P(.’ml‘..:ril'lluh Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

16, Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian  Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
pemerintah -~ Dacrah  Provinsi Dan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Presiden Momor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 -
2014;

19. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang
Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi
tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 57);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);

21.Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008
tentang  Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1};

22, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
Nomor 2);

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN :

UPATI TE
. PERATURAN B NTANG REN
" paLAM PERCEPATAN PERWUJUDAN mmtpﬁ!n “ﬁﬁﬁ

ANAK TAHUN 2012 - 2015

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

palam Peraturan Bupati Sintang ini yang dimaksud dengan :

1.

)

-

10.

11.

Id:

Dacrah adalah Kabupaten Sintang;

Pemerintah Daerah  adalah pemyelengparan urusan
p::nu:rinlahan olch pemerintah daerah dun Dewan Perwakilan
Rakyal Dﬂffmh menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip olonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

p{:meri_ntah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
scbagal unsur penyelenggaraann Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Sintang;

Dewsn Fcrwaki_lan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Sintang,

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 {delapan Belas)
tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Hak anak adalah bagian dari asasi manusia yang wajib
dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga
masyiarakal, pemerintah, dan negara

Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA
adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan
berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan
sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang
terencana secara senyeluruh dan berkelanjutan dalam

kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin
lerpenuhinya hak anak.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggarapemerintah daerah.

Gugus Tugas KLA Kabupaten adalah lembaga koordinatif di
tingkat Kabupaten yang mengukuordingsnkan upaya
kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA

Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang Sﬁlﬁn-jutnya
disingkat RAD-KLA adalah dokum_en yang memuat kebijakan,
Program, dan kegiatan yang mewujudkan KLA.

BAB I ...
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BAB |1
MAKSUD DaAN TUJUAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daer
2012 - 2015 ;
anak Tahun mempunyai mak
tentang pengembangan Kabupaten Layak hsz?;kr;i; iﬁjﬂ?ﬁiﬁ

dalam Lampiranlgapg merupakan bagi ; E A
peraturan Bupati ini. glan tidak terpisahkan dari

Pasal 3

1) Rencana Aksi Dacrah merupakan Acus .
l Kabupalen Layak Anak cuan untuk mewujudkan

(2) Dalam melaksanakan Rencana Aksi Daerah Pemerintah
dapat melibatkan perwakilan anak, lembaga legeslatif lembaga
masyarakat. ’

Pasal 4

(1) Rencana Aksi Daerah sebagaiman dimaksud dalam Pasal 2
meliputi:

a. persiapan, terdiri dari peningkatan komitmen,
pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dan
pengumpulan data dasar;

b. perencanaan, terdiri dari penyusunan Rencana Aksi
Daerah Kabupaten Layak Anak;

¢. pelaksanaan;
d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan :
(2) Dalam setiap Rencana Akasi Daerah Kabupaten Layak Anak

sebagaimana ayat (1), wajib mempertimbangkan pandangan
anak yang diperolch melalui konsultasi anak.

BAB Il
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

Peningkatan komitmen sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a, meliputi upaya memperoleh dukungan dari para

pemangku kei:letingan dalam pengembangan Kabupaten Layak
Anak,
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Pasal 6

1 pgmbentukdn . GuEus rrugas
{jsgbaglmana dimaksud dalam Kapupaten Layak Anak

kcnnggqltaan}'a meliputi perangkat  daerah  Kabupaten,
perwakilan anak, dan dapat melibatkan lembaga legislatil,

lembaga yudikatif, dunia usaha_ t
adat dan masyarakat. » tokoh agama / masyarakat /

(2) E:fjimg_\:iﬁjpﬁ?bupmc“ Layak Anak ditetapkan dalam

Pasa] 7

pengumpulan data dasar sebagimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (1) hurul a digunakan untuk:

a. Mengembangkan kebijakan;
b. Menentukan fokus program;

¢, Menyusun I-:L:g,iulun prioritas;

BAB IV
PRINSIP RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

(1) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b harus terintegrasi
dalam rencana  Pembangunan Daerah Jangka Panjang,
Pemmbangunan Daerah Jangka Menegah dan Pembangunan
Daerah Jangka Tahunan.

(2) Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), meliputi upaya penguatan
kelembagaan anak dan pemenuhan hak anak dalam S (lima)
klaster:

a. hak sipil dan kebebasan,

b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;

¢. keschatan dasar dan kesejahteraan,

d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan
budaya;

€. perlindungan khusus;

(3] Tahapan pengembangan KLA meliputi :
Persiapan

Perencanaan

Pelaksanaan

Pemantauan

Evaluasi dan

Pelaporan

meno o

(4) Rencana aksi daerah Kabupaten layak anak disusun
berdasarkan jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan

kebutuhan daerah.

BABV
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BAB v
PEMBINAAN
Pasal 9

pemantauan sebagaimana dima
huruf d d:lai-lmkan oleh Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak
secara berkala terhadap Perangkat Daerah Kecamatan, dan

Kelurahan/Desa, untuk mengatahui
) perkembangan dan
hambatan pengembangan Kabupaten Layak Anak, yajtug:

ksud dalam pasal 4 ayat (1),

(1) Pemerintah =~ Daerah  Kabupaten Sintang  melakukan

pembinaan kepada Kelurahan dan Desa dala b
Kabupaten Layak Anak. alam pengembangan

(2) Pcn?bina_.um :gubuga.tinmna dimaksud pada ayat (1) antara lain
meliputi  koordinasi,  fasilitasi, bimbingan, supervisi,
pendidikan dan pelatihan,

BAB V]
PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
Pasal 10

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3)
huruf d, dilakukan oleh Gugus Tugas KLA untuk mengetahui
perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan
Kabupaten Layak Anak secara berkala.

Pasal 11

(1) Evaluasi sebagimana dimaksud dalam Pasal 8 (3) huruf e
dilakukan secara berkala untuk menganalisis dan menilai
hasil pelaksanaan pengembangan KLA.

(2) Evaluasi Pengembangan KLA lingkup Kapupalen dilakukan
oleh Gugus Tugas KLA Kabupaten.

(3) Evaluasi pengembangan KLA lingkup Kecamatan dilakukan
oleh Gugus Tugas KLA Kecamatan.

(4) Evaluasi pengembangan KLA lingkup Kelurahan/Desa
dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Kelurahan/Desa.

(5) Evaluasi dapat dilakukan oleh ‘Tim independen dan
berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan
KLA.

Anak tentang panduan Evaluasi
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Pasal 12

pelaporan sebagimana dimaksud dal

dilakukan oleh : am Pasal 8 ayat (3)huruf f

Ketua G‘-Eliglés Tugas Kabupaten, dan disampaikan kepada
Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdyaan
Perempuarn Kabupaten Sintang untuk selanjutnya di

sampaikan kepada Menteri Negara
dan Perlindungan Anak: g Pemberdyaan Perempuan

b. Kecamatan, dan disampaikan kepada Kepala Badan Keluarga
Berencana dan Pemberdayaan Perepuan Kabupaten Sintang;

c. Kelurahan/Desa, dan disampaikan kepada Kepala Badan

Keluarga  Berencana dan  Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten Sintang.

BAB V]I
PENGHARGAAN

(1) Dalam  rangka pemberian  pengahargaan  Kabupaten
pengembangan KLA, dilakukan evaluasi KLA lingkup
Kabupaten oleh evaluasi KLA.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sebagimana
dimaksud pada ayat (1) mempedomani dalam Peraturan
Meteri Negara Pemberdyaaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat
Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(1) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat
Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja

Dacrah Kabupaten. e
(2) Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat
Kelurahan/Desa dibebankan kepada Anggaran Belanja

Kecamatan.

Pasal 15

Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam
Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA.

BAB IX .
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\ BAB IX

PENUTUP

Pasal 16

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

pgar setiap_orang mengetahui, memerintahkan pengundangan

peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

paerah Kabupaten Sintang

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 31 Mei 2012

( BUPATI SINTANG, &

b Rt

:
(4 MILTON CROSBY

_ dﬂﬂgkan di Sintang

Etanggal 3] Mei 2012

GETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG, {

iEuLKlFLI HAJI AHMAD

4
URTA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 149
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LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 25 TAHUN 2012
TANGGAL : 31 Mei 2012 2015
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH (RAD) DALAM PERCEPATAN PERWUJUDAN KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2012-20
Tahun 2012-
Kegiatan Rencana Aksi Daerah Dalam 2015
Percepatan Perwujudan Kabupaten Layak Indikator
h - 5
S Anak Tahun 2012 - 201 Pe?ngg:n‘ 2 2 2 2
Indikator KLA SKPD R awa ololo/o
Proses Hasil 1 (1(1(1
23|45
[ Jl’enguatnn Kelembagaan
1 [ Adanya peraturan Belum seluruhnya | Penyusunan 1. Perda akte 1. Masing-masing | Tersedianya l.BadanKB |V [V][V ]V
perundang-undangan | Peraturan peraturan kelahiran gratis SKPD dan Peraturan dan PP
dan kebijakan untuk Perundangan yang perundangan dan 2. Revitalisasi Gugus Organisasisasi perundangan 2. SKPD
pemenuhan hak anak ada berpihak pada kebijakan yang Tugas KLA Kemasyarakatan | dan kebijakan terkait
anak. berpihak pada anak 3. Study Banding pengusulann untuk 3. Bag.
4. Reguler meeting peraturan pemenuhan hak Hukum
gugus tugas perundangan anak.

1

S. Penvediaan
konsultan

2 Persentase

anggaran | Diterapkannyva

untuk pemenuhan hak | sistem pagu

anak,
anggaran
vonguatan
— A Me\embagaan

termasuk | anggaran
antak

Advokasi

penganggaran kepada
pengambil kebijakan
di masing-masing
SKPD

l

melalui Bagian
Hukum
Sekretariat
Daerah
Kabupaten
Sintang

. Rapat-rapat

koordinasi

. Pembelajaran

tentang KLA ke
Prov/Kab/Kota
yang KLA sudah
maju

| Mengalokasikan
anggaran untuk
kegiatan yang
berpihak pada anak

|

|

e

anak.

Penyvusunan
Perencanaan
Program
Kegiatan yang
berpihak pada

N\

-

anak

Terwujudnya

dana yang
berpihak pada

pengalokasian /

/
/

/

/)

o

SKPD Tcrkal’t/

Serrrriialy ..
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Jumlah peraturan | Anak belum i '
Perundang-undangan, | diibatikan dalam iﬂﬂggﬂﬁibﬂa{l 1. Pembentukan Rapat Koordinasi | Terwujudnva | SKPD Terkait | V | V |
kebijakan, pro s bilan 1ja B.I:l di SKPD . Forum Anak vang melibatkan peraturan }
kegiatan gtm;mg I:P:lmlgmjakann i :l:‘;:{mpcr datll_mn hasil | Kecamatan, Forum Anak dan perundangan, I
P S Ll | i ktgiatlan & omendasi darj i Kelurahan dan kelompok anak kebijakan,
dari Forum Anak dan ' Kabis o s R sl [
kelompol anak Iainnya abupaten 2, Pelibatan Forum kegiatan vang
| Anak Kabupaten bersumber dan
dalam musrembang Forum Anak
dan kelompok
anak lainnya
Tersedia sumber daya | Terbatasny i
s terlat}ih Jumlat;. sﬁ;bcr Eﬁ:;gt,?;:aggamn  1.Pelatihan Rapat Koordinasi | Meningkainya |BadanKBdan |V [V |V
KHA dan mampu | daya manusia ningkatan s gkttt dmg‘«}n el ok i i
nieripkan Hak oak | EOM) ttat KHA g: 8 rgn o l.:mb-tr sumber daya terkait manusia (SDM)
Btk S KH}-& entang Eﬁnﬂuata tentang | Linrlatih KHA
: | marmpu
program dan kegiatan 2. Pelatihan | mtntrapkg;n
penyusunan hak anak ke
program kegiatan | dalam
i ;:nai berpihak pada i kebijakan,
| rogram da
3. Seminar tentang ! Eeggtan i
implementasi
_ |  Konvensi KHA
Tersedia data anak | Data tersedia di Menvediakan data | Sistem pencatatan | Peovusunan Profil | Tersedianva Badan KBdan | V |V | V
terpilah menurut jenis | masing-masing terpilah | pelaporan kesehatan, | Anak 1 Buku Profil PP
kelamin, wumur, dan | SKPD | pendidikan Anak
kecamatan _ : |
Keterlibatan  lembaga | Terbatasnya Memberdayvakan ! Fasilitasi Rapat koordinasi | Terbentuknya l.Badan KB e
masvarakat dalam | lembaga Organisasi Wanita | terbentuknyva LSM dengan instansu LsM bidang. dan PP ,
pemenuhan hak anak | masyarakat vang dan PKK | bidang anak | reckait anak 2.Dinas
berpihak pada anak II Sosnkertran /
k)
.! 3.Badan
! Kesbanglin-
* ITEA .

— bl
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7 Keterlibatan dunia | Belum Melibatkan dunia . Membuat regulisi | Mempromosikan | Keterlibatan Masing- A 16
| usaha dalam | memaksimalkan usaha dalam setiap kebijakan CSR bagi | program yang duma usaha masing SKPD
| pemenuhan hak anak peluang dunia kesempatan untuk program anak | berpthak pada dalam
| usaha dalam pemenuban hak anak 2. Mol Pemkab | anak pemenuhan hak
| pemenuhan hak dengan anak J|
anak Kadin / Asosias |
pengusaha lainnsa |
i h Pembenan
penghargaan bagi
l perusahaan yang
i peduli dengan anak,
Kiaster I: Hak Sipil dan Kebebasan
8 Persentase anak yang | Cakupan akte 1. PERDA No. 13 1. Pengadaan mobil 1. Terlaksananya | Meningkatnya Dinas viv
f teregistrasi dan | kelahiran di Tahun 2010 tentang keliling untuk kegatan jemnput | cakupan akte Dukeapil
mendapatkan Kutipan | Kabupaten Sintang Retribuss pembuatan akie bola untuk kelahiran
| Akta Kelahiran belum optimal Penggantian Biaya kelahiran meningkatkan sebesar 100 %
Cetak Kartu Tanda | 2. Menambah jumlah cakupan akie
Penduduk dan Akta desa vang isa kelahiran !
Catatan Sipil dipangkau dengan 2. Terbangunnva | |1
P. Sosialisas: Perda pelavanan kerjasama | {
No. 13 tahun 2010 pencatatan sipil dengan i
P. Pelayanan dengan system Pengadilan
Pencatatna Sipil jemput bola Negen untuk ‘
system jemput bola | 3. Membuat | melaksanakan | i
di Desa kerjasama dengan | penetapan I ‘
4. Pelayvanan rutin Pengadilan Negenn | pengadilan ' .
pembuatan akie untuk | secara global l
kelahiran di Kantor melaksanakan ! bazi anak vang
Dukcaml penetapan | berusia diatas 1 [
] pengadilan secara | tahun ' |
i global bagi anak f
\ yang berusia |
= diatas 1 tahun_ ] ; JI |
| o T . Me bah | 1. Terlaksananyva | Menin va Kan [ ¥ [«
e T [ e o i promosi | ki, " ARDA / /
\ | informasi layak anak “k:;r:ngan anak melnlui mobil pelayanan pushing peningkatan perpustakaan di | 2. Kodim f)
\ . Teburm tinEE Pusting ke ‘atruruh . b:::r:-l'_;n d;fe.:fke-iur-han . Di'ii.:-;, i o
, i o M BB e ol ottt 5 Tocpuciacsie | erpacaaia A




00781

5. Polayanan ANC

AMP (Audit
Maternal
Perinatall) dan
Pectemuan AMP

keschatan
didaerah terpencil

Kajinn akademik |

penyebak
kematian ity ddan

perpustakaan i ikasi :
kcmrpmg e Tdﬂ:;ail;;il;;ﬂ:;l:iam . Sintang. bahan pustaka | keliling
sl Sl i . Menambah dan di desaf
kabupaten L faka. an memanfaatkan Kelurahan
Si g untuk majalah dinding 3. Meluasnya
intang belum desa/kelurahan :
optimal dan sekolah Jar;:k::::
. Pengembangan f:::rp{lstakaan
budaya baca kelili
: ng
melalui lomba
story telling dan
lomba gambar /
mewarnai tingkat
TK
. Pameran buku
perpustakaan
. Pelayanan Mohil
pintar dan motor
pintar sejak tahun
2011
. Pelayanan Mobil
Taman Bacaan
Masyarakat
Jumlah kelompok | Kelompok anak . Memfasilitasi Memfasilitasi Terbentuknyva Diikutsertakann | BKBPP
anak, termasuk Forum | dan/atau forum Pembentukan pembentukan forum anak di va forum anak
Anak, vyang ada di| anak ditingkat forum anak sekretariat forurm | tingkat kabupaten, | desa/kelurahan
kabupaten/ kota, kabupaten, Kabupaten anak di kabupaten | kecamatan dan dalam
kecamatan dan | kecamatan dan . Pelatihan SDM sintang desa/kelurahan musrenbang
desa/kelurahan desa/kelurahan Kesehatan Memfasilitasi desa/kelurahan
belum ada Perinatoligo kelompok anak dan forum anak
. Pembinaan pada tiap kabupaten ke
Pelayanan kecamatan dan dalam
Kesehatan Ibu dan desa/kelurahan musrenbang
Anak Peningkatan tingkat
. Pembentukan Tim jumlah renaga kabupaten

L

I

e Dam

S 5
A R ap e BT RS
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(Ante Natal Care),
persalinan dan
nifas termasuk
jampersal bagi
masyarakat
miskin

6. Pertemuan
Peningkatan
kapasitas
pengelola program
kesehatan ibu dan
anak

7. Peningkatan
kemitraan Bidan
dan Dukun

bayi

5 Komitmen para

pemegang
kebijakan terhdap
kemitraan Bidan
dan Dukun

Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif

11 | Persentase usia | Adanya Undang- | 1. Sosialisasi UU No. Penvuluhan di Meningkatkan Menurunnya Kemenag Kab, v
perkawinan pertama di | Undang MNo. 1 1 Th. 1974 tentang | Seckolah SLTP, SLTA | keordinasi dengan | jumlah Sintang
bawah 18 tahun Tahun 1971 tentang Perkawinan kepada | dan Orang Tua instansi terkait, perkawinan BKBPP
Perkawinan remaja dan | untuk menunda Tokoh Agama, usia dibawah 18 | Dikmas
masyarakat (orang | usia perkawinan Tokeh Adat dan tahun
tua) hingga 18 Tahun, Tokoh Masyvarakat
2. Penyuluhan
kepada Calon
- Penganth b Pemah Pemant; PKK Kab
C ran a Puskesmas, . Terbentuknya mahamarn manfaatan ab. ¥
< .{;‘::\?ll?asi hagﬁtﬂ;?:rg:ag I.p‘i:‘:man.'IE:I.]l'I:'l'rlam. pﬂsk:sdta_. _I’nlmdca, lembaga konsultasi Ircpall:fa ltmba?a _ . Sintang
tua/keluarga tentang | masyarakat tentang Pustu, KleI::I{E. ::1:.': a:;:.: dan ::'::»;r?;akal :;’;;“ tasi bagi
pengasuhan dan | penlingnya d gf:::jm we 5 P.-:Ia_t?nan pela asuh | keberadaan tua,/ keluarga
perawatan anak pengasuhan 31: anak untuk kader lembaga konsuleasi | rentang
perawatan ana PHK bagi orang pongaswhan

elimey pPrersnwwanfar

Frdan S Reliearga
LEL TR L LT S

i

e
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pengasuhan dan
| perawatan anak

13 | Tersedia lembaga | Terbatasnya 1. Memberikan . Membentuk | Meningkatkan Anak yvang 1. Dinas = [V IV
kesejahteraan sosial | lembaga sosial anak pelayanan  sosial lembaga rehabilitasi | permahaman bermasah aman Sosnaker- )
anak {LKSA} [LKS4) secara rutin | kesejahteraan sosial | pergelola lembaga | dan terlindung trans

kepada masyarakat | anak, sosial anak melalui 2. P2TP2A - viv
miskin dan |2, Membentuk rumah | sosializsasi L4
terlantar. aman bagi korban | peraturan
2. Bantuan  Subsidi kekerasan terhadap | perundangan yang
Panti Asuhan perempuan dan berkaitan dengan
anal. anak
Kesehatan Dasar & Kesejahteraan

14 [ Angka Kematian Bayi rRendahn}-a 1. Pengadaan sarana 1. Fasilitasi 1. Pelatihan Menurunva 1. RSUD

[AKB) pengetahuan ibu, dan prasarana pembentukan peningkatan jumlah angka 2. Dinas
Orang tua, Rumah Sakit Desa Siaga SDM kader kematian Kesehatan
masyarakat {PONEK) 2. Revitalisasi kesehatan neonatal
tentang kesehatan 2. Pengadaan Tenaga gerakan suami 2. Peningkatan dan

Kesehatan [ SlAGA pemahaman ibu,

1]

Dokter Spesialis
Anak

. Pelatihan SDM

Kesehatan
Perinatologi

. Pembinaan

Pelayanan
kesehatan ihu dan
anak

. Pembentukan Tim

AMP {Audit
Maternal Perinatall)
dan pertemuan
AMP

. Pelayanan ANC

{Ante Matal Care),
persalinan dan
nifas termasuk
jampersal bagi
masyarakat miskin

7. Pertemuan

Peningknation

3. Revitalisasi

Posyandu

4. Peningkatan

jumlah tenaga
kesehatan
didaerah terpencil

5. Kajian akademik

penyebab
kematian ibu dan
Bayi

6. Komitmen Para

pemegang
kebijakan
terhadap
kemitraan Bidan
dan Dukun

m———

orang tua,

| masvarakat
tentang
pentingnya
kesehatan
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kapasitas pengelola
program kesehatan
ibu dan anak

. Peningkatan
kemitraan Bidan
- dan dukun
15 P'r?alfjm:;alljmkurmgm Kurangnya . Pertemuan 1. PMTAS . Pertemuan rutin | 3. Meningk | 1. Dinas r L
gizi pada balita pengetahuan dan kapasitas bagi 2. PM-ASI kader gizi atnya Kesehatan
pemahaman petugas gizi 3. Revitalisasi dengan petugas pengetahuan | 2. Dinas
H_Iﬂ_slfarakat tentang . Adanya pusat posyandu kesehatan | gizi masyarakat .pertanian
gizi dan mengolah penatalaksanaan 2. Perbaikan gizi tentang gizi
bahan makanan Gizi buruk melalui dan
lokal . Penatalaksanaan pemberdayaan pengolahan
gizi buruk dan gizi masyarakat bahan
lebih makanan lokal
. Surveilance 4. Terwuju
pemantauan status dnya keluarga
gizi di masvarakat sadar gizi
. Pembinaan pizi di
masyarakat \
. Pemberdayaan |
masyarakat untuk f
pencapaian |
keluarga sadar gizi |
. Pengadaan Vitamin |
A untuk bayi dan :
| balita
16 | Persentase ASI ekslusif | Rendahnya . Peningkatan 1. Sosialisasi 1.Penyuluhan | Meningkatnya 1. Dinkes v
pemahaman [bu kapasitas bagi Penggalakan IMD tentang ASI | prosentasi 2. RSUD
terhadap pemberian petugas kesehatan bagi masvarakat ekslusif | pemberian ASI
AS] ekslusif tentang konseling 2. Fasilitasi 2. Pembuatan | eksklusif
ASI bagi dokter, pembentukan leaflet, poster,

Bidan, Tenaga Gizi

. Peningkatan

kualitas ANC
termasuk
persiapan laktasi

. Konseling ASI1

ekslusil masa nifaa
clgnrs ren s

pusat2 laktasi

. Fasilitasi pelatihan

konseling ASI dan
IMD bagi tenaga
medis dan
paramed:s

spanduk tentang J

ASI ekslusif
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[ menyusui
. Pelaksanaan IMD
. Rumah Sakit
Sayang bayi
17 | Jumlah Pojok AS] Belum tersedianya . Menyediakan 1. Pembentukkan Himbauan kepada | Tersedianya 1. SKPD
sarana Pojok ASI sarana Pojok ASI di Tim Pendukung setiap SKPD, sarana Pojok 2. Dunia
masing-masing ASI Lembaga Sosial, ASI di setiap Usaha
SKFD 2. Fasilitasi Faailitas Umum SKPD, Lembaga | 3. Instansi
. Menyediakan pembentukan dan Dunia Usaha Sosial, Fasilitas terkait
sarana Pojok AS] di poiok ASI pada Umum dan
fasilitas umum dan institusi pelayanan ternpat
tempat keramaian publik. keramaian.
3. Advokasi dunia
usaha
menyediakan
ruang pojok ASI
pada mall
18 | Persentase  imunisasi | Masih adanya desa . Pelatihan 1. Revitalisasi Membuka sarana Meningkatnya Dinas v
dasar lengkap yang belum UCI peningkatan Posyandu Perspektif | transportasi prosentase Kesehatan

kapasitas petugas Gender dan Anak hingga daerah imunisasi dasar
imunisasi 2. Rumah Sakit, terpencil lengkap
termasuk Puskesmas,
pencatatan dan Polindes Sayang Ibu
pelaporan. dan Anak

. Pengadaan vaksin
dan obat-obat KIP]

19 | Jumlah lembaga yang | Belum maksimalnya 1. Pertemuan l. Fasilitasi PIK-KER Susig]isasi dan Meningkatnya | 1. Dinas |V
memberikan pelayvanan | pemanfaatan peningkatan 2. }’enm pkatan Seminar tentang pemahaman Kesehatan
kesehatan reproduksi | lembaga pelayanan kapasitas petugas Jumlah k_unsclor pelavanan masyvarakat 2. Dinas
dan mental kesehatan kesehatan ibu dan sebava disckolah- kesehmnn_ dan Pendidikan

reproduksi dan anak termasuk sckolah repraoduks: dan pemanfaatan 3. Badan
mental keschatan 3. Peningkatan akses | mental pelavanan KB dan PP
reproduksi anak thdp fasilitas kescharan
. Pertemunn Gura KRR reprodukais
! 1A il A, Heemign limnad FIIV rrertand.

el faney

Adale v Nrrkoslas

2.
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reproduksi remaja | 5. Fasilitasi
3. Pertemuan terbentuknya
Persebaya dalam forum anak min
kegiatan kesehatan 30% dari jumlah
Reprodulksi Remaja sekolah
4, PIK Remaja
20 |Jumlah anak dari | Meningkatnya Pelayanan kesehatan |1. Jaminan Kesehatan | Pendataan anak Meningkatnva 1. DPFKA VIV | V]V
keluarga miskin yang | jumiah penduduk penduduk miskin Masyarakat dari keluarga kesejahteraan 2. Dinas .|
memperoleh akses | miskin 1. Program {Jamkesmas). miskin anak dari Kesehatan i
peningkatan jampersal 2. Jaminan Persalinan keluarga miskin | 3. RSUD f
kesejahteraan 2. Program jamkesda | (Jampersal).
3. Program 3. Program Masional
jamkesmas Pemberdayaan |
4. Rujukan atau Masyarakat [PNFM) t
pemulangan Mandiri i
I pasien gakin 4. Program Keluarga :
5. Jamsostek Harapan (PKH] !
|
‘ , |
21 | Persentase rumah | Rendahnya Pengadaan sarana air |l. Penyediaan air Sosialisasi tentang | Meningkatnyva 1.Dinas viviv i
tangga dengan akses | pernahaman bersih untuk rumah bersih, PHBS kesadaran Kesehatan |
air bersih masyarakat tentang | tangga {2. Perpipaan,sumur masvarakat 2.Dinas PU
perilaku hidup bor, Sumur gali, untuk
bersih dan sehat Penampungan Air berperilaku
! (PHBS) Hujan (PAH), hidup bersih
! Perlindungan mata dan sehat
air
\ 3. Pembangunan

Sanitasi Masyarakat
[SANIMAS) yang
lebih
mengakomodasi
kepentingan anak-
anak sehingga
pembangunan
SANIMAS bagi
anak-anak lebih

mengarah untuk
rre e ko ke

eI



™~
@ T
§ Perlindungan mata dan sehat / { f l
air
3. Pembangunan !
Sanitasi Masyarakat
(SANIMAS) yang
lebih
mengakomodasi !
kepentingan anak- |
anak sehingga
pembangunan [
SANIMAS bagi
anak-anak lebih '
f mengarah untuk
j| meningkatkan
| kesehatan
22 | Tersedia kawasan | Kurangnya . Penyediaan 1. Fasilitasi kawasan | Menghimbau Meningkatnya 1. RSUD | VIV IV
| tanpa rokok pehamanan Fasilitasi kawasan sekolah, rumah masyarakat untuk | pemahaman 2. Dinas |
| masvarakat bahaya tanpa rokok di sakit,instansi menjaga kesehatan | masyarakat Kesehatan
| dari pada rokok fasilitas publik, fasilitas dengan terhadap 3. SKPD lain
! pemerintah, publik bebas asap mengurangi rokok | bahaya
kesehatan, dan rokok. merokok
fasilitas umum. 2. Fasilitasi regulasi
. Surat edaran kebijakan
bupati tentang
| larangan merokok
- di kawasan
tertentu P
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
23 | Angka partisipasi | Masih adanya anak | 1, Diklat Kepala TK Rapat Koordinasi 1. Bekerjasama Meningkatnya | Dinas vV IVIVY |V
| pendidikan anak wusia | yang belum sekolah dan Guru TK dengan GOPTKI, dengan aparat angka Pedidikan J
| dini tingkat Kabupaten | IGTKI, Keluraha/desa/ partisipasi
2. Penyelenggaraan Rw/Rt untuk pendidikan

Pendidikan Anak
Usia Dini dan TK
Megeri/Swasta.

3. Penyelenggaraan

dan Pengirirnan
Lamba-lomba
siwwca TH.

mendata warga
usia sekolah
2. Menghimbau

kepada seluruhb
orang tua dan

=i

masyvarakag
LErRE L ke
rrnen v ol by

anak usia dini.

’!/ //

./f r
i
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= anaknya | l '
24 Pers:u:_n?asc wajib belajar | Masih adanya anak | 1. Peningkatan Mutu | 1. Mengangkat Bekerjasama Menurunnya Dinas v
pendidikan 12 tahun yang putus sekolah Tenaga Pendidik Tenaga Guru dari | dengan aparat jumlah anak Pendidikan
dan Kependidikan Daerah setempat Keluraha/desa putus sekolah
melalui Diklat- khusus utk untuk mendata
diklat tingkat Daerah Terpencil Warga Yang putus
Kabupaten. dan Perbatasan. sekolah
2. Pelaksanaan 2. Meningkatkan
Penyusunan dan Jumlah dan
Verifikasi Dokumen Distribusi Wilayah
KTSP. Penerima Bea
3. Penyelenggaraan Siswa bagl siswa
THB, Ujian yvang kurang
Sekolah/ Ujian mampu.
Masional
25 | Persentase sekolah | Jumlah sekolah | 1. Lomba Sekolah Permmbinaan dan Terlaksananya Meningkatnya |1. Dinas viviv
ramah anak ramah anak belum Sehat jenjang perbaikan fasilitas kegiatan-kegiatan | jumlah sekolah Pendidikan
banyvak 5D, SMP.SMA sekolah menuju yang mendukung | ramah anak |2. TIM UKS \
' 2. Sekolah Adiwiyata | ramah anak terbentuknva l Kab.
3. Lomba Kreativias, Sekolah Ramah {3. Badan LH |
Olimpade Olah Anak |4. Dinas |
. Raga, Olimpade BUDPAR :
i Sains MIFA, '
| 4. Seleksi Peserta l ]
PASKIBRA , L
5. Pemilihan Duta | b
Lingkungan |
Hidup. |
6. Lomba Cerita |
Rakyat

1\111 Festival Band

| 7. Lomba Dongeng
| 8. Lomba Sejarah

Burung Garuda
g. Festival Tari di
Kalangan Pelajar

Pelajnr
1. Lo Fote-fote
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obyelk Wisata .

26 |Jumlah sekolah yang | Belum ada sekolah . Pembangunan Pengadaan alat Tersedianya alat Dimanfaatkann | Dinas
memiliki program, | yang memiliki gedung sekolah transportasi untuk transportasi untuk | ya alat . Pendidikan
sarana dan prasarana | program, sarana . Pengembangan siswa yang jarak siswa yang jarak transportast
perjalanan anak ke dan | dan prasarana ruang sekolah tempuh dari rumah tempuh dari untuk siswa
dari sekolah perjalanan anak ke . Pembangunan ke sekolah cukup rumah ke sekolah | yang jarak

dan dari sekolah ruang penupnjang | jauh. cukup jauh temputh dari
. Pembangunan rumah ke
ruang sekolah cukup
perpustakaan jauh
. Pembangunan
ruang
J laboratorium
27 | Tersedia fasilitas untuk | Fasilitas untuk . Pengembangan Memperbanyak 1. Tersedianya l. Dimanfaatkan | Dinas v
kegiaran  kreatif dan | kegiatan kreatif dan ruang pendidikan | tempat bermain, pendidikan nya Kebudayaan
rekrearif yang ramah | rekreatif yang untuk anak-anak berkreasi dan untuk anak- pendidikan dan
anak, di luar sekolah, | ramah anak di luar yvang berkunjung beraktifitas anak anak vang untuk anak- Pariwisata
yvang dapat diakses | sekolah yvang dapat ke meseum berkunjung ke anak vang
semua anak diakses semua Kapuas Raya meseum Kapuas berkunjung ke
anak belum banyak . Pembangunan & Rava meseurmn

Renovasi Taman
Bermain Anak di
Obyek Wisata
Bukit Kelam

2. TersedianvaTam

an Bermain
Anak di Obyek
Wisata Bukit
Kelam

Kapuas Raya
2. Dimanfaatkan
nva Taman
Bermain Anak
di Obyek
Wisata Bukit
Kelam dan
tempat
rekreasi vang
dikelpla pihak

swasta

e S

| Perlindungan Khusus
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28 | Persentase anak yang Kesadaran 1. Penyuluhan 1. Mempermudah [jin |[1. Terlaksananya 1. Kasus-kasus | 1. Polres viv[v])
memerlukan hukum pada kesadaran Hukum terhadap LSM yang kegiatan untuk hukum pada Sintang
perlindungan  khusus anak masih bagi anak sekolah bergerak dibidang meningkatkan anak 2. Bapas
yang memperoleh belum optimal |2, Pendampingan Perlindungan anak kesadaran menurun 3. Kejaksaan
pelayanan . Permasalahan anak dalam proses di Badan Kesbang hukum pada 2. Kasus 4. Badan

narkoba di pengadilan anak Pol anak narkoba pada Narkotika
kabupaten 3. Penyuluhan Hukum |2. Setiap ABH harus (2. Terlaksananya anak daerah/
Sintang masih ke sekolah sekolah mendapat kegitaan Menurun sat
cukup tinggi 4. Penyuluhan anak pendampingan dari peyuluhan anak | 3. Ruang narkoba
. Pelayanan bebas Narkoba psikiater /psikolog bebas narkoba pelayanan Polres
pendampingan |5, Memfasilitasi bersama BAPAS 3. Tersedianya PPA di Polres sintang
bagi ABH belum Lembaga Swadaya |3. Meningkatkan ruang pelayanan Sintang 2. Badan
maksimal masyarakat dalam penyuluhan tentang PPA tersendiri di dimanfaatkan Kesbang
. Ruangan memberikan narkoba dengan Polres Sintang oleh Pol
pelayanan PPA perlindungan melibatkan forum PETEMpUAn 6. Kantor
yang terpisah terhadap anak Anak dan anak Batuan
dari ruangan 4, Diperlukan korban Pamong |
penanganan ruangan pelayanan kekerasan Praja
perkara umum PPA yang terpisah
di Polres Sintang dari ruangan
Belum adanya penanganan |
perkara umum di i
' Polres Sintang l
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29
E:rar‘;t:;:nkaau;e;]mg:z b :’::é;mhuan - Penyuluhan Membuat pokja 1. Terlaksananya |l. Kasus-kasus | 1. BKBPP v
Mikoa ABH g pencegahan dalam rangka kegiatan dalam kekerasan
m (ABH) yang kekerasan kekerasan melakukan mediasi had ak
diselesnikan dengan Se b ad - i 1asi ra.ngka terhadap an
: p anak terhadap anak di | dengan ABH oleh meningkatkan menurun
Endekﬂ:m keadilan kﬂlﬂngm lingku“gan BAPAS 'I-I::S-Eldﬂ-l‘ﬂl‘l
restoratif  (restorative masyarakat dan sekolah. tentang Persentase
Jushce) l;;jlak masih . Penyuluhan kekerasan kasus ABH 2. BKBPP
2. Eelﬁm merata ::rb-a? isﬁ terhadap anak yang 3. BKBPP
ottt . Penyuluhan UU 2. anlalfssnan}'a diselesaikan 4, Polres
P ya PA koordinasi dengan Sintang/
pelaksanaan - Pertemuan/diskus dengan pihak pendekatan satBina
koon:lmagx idengan TOGA, terkait keadilan mitra.
E’C“Eﬁm pihak TOMA, TODA permasalahan restoratif 5. BAPAS
terkait tentang ABH meningkat
permasalahan kedepankan
ABH Keadilan
restorative bagi
ABH
. Peradilan ramah
anak.
f . Melakukan
| koordinasi dengan
} pihak terkait yang
| berkompeten
terhadap anak
30 | Adanya mekanisme | Mekanisme . Membuat Mengagendakan Terlaksananya Mekanisme 1. Kelurahan/ I Y
penanggulangan , penanggulangan Laporan tentang masalah kegiatan untuk penanggulanga desa
bencana vang | bencana belum bencana vang ada | perlindungan anak mempromosikan n bencana yang |2. Kelurahan/
memperhatilian | memperhatikan di kelurahan dalam setiap hak anak dalam berperspektif desa
kepentingan anak | kepentingan anak kepada BPFBD pertemuan mekanisme analk 3. Badan
secara spesifik . Menyalurkan KOMINDA penanggulangan Kesbang Pol
| bantuan kepada bencana

korban bencana
alam terutama
kebutuhan anak
anak.

. Deteksi dini

erhadap anak
AREE b-l:rlvjnqm!lnh
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| 31 | Persentase anak yang

dibebaskan
bentuk-bentuk
pekerjaan
anak

dan

terburuk

Anak harus
terbebas dari
bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk
belum
tersosialisasikan
dengan baik di
kalangan
pengusaha

o o

. Penyuluhan

terhadap pelaku
Usaha yang
berpotensi
memperkerjakan
anak,

Melakukan Razia
di tempat tempat
hiburan dan
lokalisasi

. Penindakan

pelaku tindak
pidana
Perlindungan anak
dari pekerjaan
terburuk
P2W-K35

Desa Prima

Pelaku Usaha yang
memohon ljin Usaha
ke Kelurahan/
Instansi terkait
diwajibkan
menvertakan Surat
Pernyataan tidak
akan mempekerjakan
anak dalam
usahanya

Terlaksananya
kegiatan promosi
pembebasan anak
dari bentuk-
bentuk pekerjaa
terburuk anak

Dinas
Sosnakertr

ans

. BPPKB

. Polres
Sintang

4. Kantor

Satuan

Pamong

Praja

Kabupaten [ 1.
Sintang bebas
pekerja anak

Lad B2

{\BupaTI sm'rm::-.'f’
ﬁ\p/

s
C}Mu:ron CROSBY




